RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan
rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga
perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan
memperjuangkan aspirasi rakyat untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga
permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan
rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis
Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis
Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan
dinamika dan perkembangan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

(3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok
anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.

(4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.



(9)

(6)

(7)

(8)

9)
(10)

Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna
MPR.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan
suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai
pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR.

Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan
MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR.

Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi
dan/atau kelompok anggota yang berbeda.

Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR
diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)
(10)

Pasal 84
Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam
rapat paripurna DPR.
Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan
1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara
musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna
DPR.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan
suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai
pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR
dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang
berbeda.
Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR
diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.



3. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 105

Badan Legislasi bertugas:

a.

menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat
daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk
5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;

. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang

memuat daftar wurutan rancangan undang-undang beserta
alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR,
Pemerintah, dan DPD;

menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul
Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi,
atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang
tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang
yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di
luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan
undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional
untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional
perubahan;

melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan
rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh
Badan Musyawarabh;

melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan
DPR;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau
Prolegnas perubahan;

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang
perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk
disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang
perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk
dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan
berikutnya.

Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya
disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.



4. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 121
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket
yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan
1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah
Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah
penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan
Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang
tata tertib.

5. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 164
Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR,
komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi.
Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh
anggota DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi
kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan
pengusul.
DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:
a. persetujuan,;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.
Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi,
Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan
rancangan undang-undang tersebut.
Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR
disampaikan dengan surat pimpinan DP kepada Presiden.



6. Di antara Pasal 427 dan Pasal 428 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
427A yang berbunyi:

Pasal 427A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat
tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan
MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014; dan

b. penambahan pimpinan MPR dan DPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dan Pasal 84 berasal dari fraksi partai pemenang pemilihan
umum Tahun 2014.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik

Indonesia.
Disahkan di Jakarta

pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...



PENJELASAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan
lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan
aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
menyatakan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Selanjutnya ketentuan Pasal
17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara” dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Menteri-
menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
telah memuat pengaturan yang lengkap mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD
dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-
nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan
daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu
untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan UndangUndang Nomor
17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai kedudukan
partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR. Dalam suatu
tatanan yang demokratis apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu
semestinya tercermin dalam susunan dan konfigurasi pimpinan DPR. Oleh
karena itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai
susunan pimpinan DPR dan MPR dengan cara menambah jumlah wakil ketua
sebanyak 1 (satu) orang pada pimpinan DPR dan 1 (satu) orang pada pimpinan
MPR yang memberikan cerminan keterwakilan suara partai pemenang pemilu
pada struktur pimpinan dua lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan
yang mencerminkan representasi rakyat. Selain itu, perlu juga dilakukan
panataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan



menambah jumlah pimpinan sebagaimana yang telah dilakukan penambahan
pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat perubahan kesatu
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan @ Rakyat Daerah  sehingga dapat mencerminkan asas
proporsionalitas.

Demikian juga penataan Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan
Legislasi dalam menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik.
Sebagai Alat kelengkapan dewan yang secara khusus menangani bidang
legislasi, maka sangat janggal ketika kewenganan tersebut tidak melekat
dalam Badan Legislasi, apalagi jika diharmonisasi dengan undang-undang
yang secara khusus mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan,
di mana Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan dewan yang secara khusus
menangai bidang legislasi mempunyai kewenangan mulai dari penyusunan
perencanaan pembentukan undang-undang, penyiaparan rancangan undang-
undang dan naskah akademik, harmonisasi rancangan undang-undang,
pembahasan rancangan undang-undang sampai dengan sosialisasi.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 84
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 105
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 121
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 164
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 427A
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
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